
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 2r TAHTJN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a- bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang
efektil efesien dan akuntabel dalam penyelen ggaraanpelayanan
kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan

Mengingat: 1.

berkesinan:bungan dengan memperhatikan keselamatan pasien
dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan
hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;
bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor o6 Tahun 2018 tentang
Pembentukan unit Pelaksana Teknis Daerah trusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, sudah
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan
ketentuan mengenai pusat kesehatan masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Pembentukan unit pelaksana Teknis Dinas Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Karo;

undang-undang Drt Nomor T Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten * Kabupaten daiam
Lingkungan Daerah Propinsi sumatera Utara (Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 1956 Nomor sg, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor fi92l;;
undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoag Nornor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5o63);
Undang-undang Nomor 2s rahun zaog tentang pelayanan
Publik {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aag
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara {Len'rbarac Negara Repu}:}ik Ind*nesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repul:lik lndonesia
Nomor 549a1;
Undang-Undang Norcon 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah {Lembaran Negara Repub}ik Indonesia Tahun 2A14
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik ind,onesia
Nornor 5587) sebagairnana telah diutrah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor l L Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja {Lernhraran Negara Repubtrik Ind,onesia Tahun 2AZA Nomor
245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
6573|;

6. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun2AL6 tentang Perangkat
Daerah {Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2Oi6
Nomor L14, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5887) Sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
Pemerint"ah Nornor 72 Tahun 2A19 tentang Ferubahan atas
Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun ?O16 tentang Perangkat
Daerah {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2Atq
Non:or 1"87, Tambahan L,ernbaran Negan'a Republik indonesia
Nomor 6a02\;
Peraturan Menteri Datrarn Negeri N*mcr 8O Tahl.rn 201"5 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara
Repubtrik k:donesia Tahun 2S15 Nomor 2A3q Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri dalarn Negeri Nornor 12O

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nornor 80 Tahun 2O15 tentang Pernbentukan Produk
Hukuril Daerah {Eerita Negara Republik Indonesia Tatrun 2018
Nomor 157);
Parat-uran ktrenteri Kesehatan Norr"rcr 49 Tahrin 2O16 tentang
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi
dan Kabupaten /Kata ( Berita Nega,ra Republik Indonesia Tahun
2A16 Nornor 1502);
Peratarran *ltrenteri Dalarn Negeri Nornor 12 Tahun zOtT tentang
Pedoman Pernben.tuka,n dan Klasi{ikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahr.rn 2017 Nomor 451):

1O. Peratura:a Menteri Kesehatan Norncr 43 Tahu* 2A19 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat {Berita Negara Repubiik Indonesia
Tahran 2019 Nomor 1335);

11" Peratr."iran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoma* Teknis Per-rgelolaan Ketra-nga* Daerah {tserita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1781);

12. Peratura"n Daerah Kabupaten Karo Nomor O5 Tahun 2Oi5
tentang Femhentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo

{Lembara* Daerah Kahupaten Karo Tahun ?O16 Nom*r O5,

Tambahan {-emharan Daerah Kabu.paten Karo Nornor 03};

13. Peraturan..



13. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2O16 tentang Tugas
trokok, Fungsi dan uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo
{Berita Daerah Kahupaten Karo ?ahun AOL6 Noraor 39};

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN tsUPATI TENTANG PEMBEN?UKAN UNi? trELAKSANA
TEKNIS DINAS DAERAH PUSAT KESE}{ATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAI{ KABUPATEN KARO.

tsAB I
KE?BN1-UAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2" Pemerintah Daerah adatah kepala Daerah sebagai Llnsur penyelenggara

Pemerintahasr Daerah yang memimpin pelaksal-raan Umsan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonon:.

3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dinas adaiah Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
5. Dinas Kesehatan Kabup.aten Kara adalah satuan kerja pemerintahan daerah

kahupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pernerintahan
dalarn }:idang kesehatan di Kabr-lpaten Kano,

6. Kepaia Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
V. {Jnit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yarrg selanli-ltreya disebut UPTD adalah

Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan.
8. Pusat Kesehatan klasyarakat yang selanlutnya disebut Fr.iskesmas adalah

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
rnasyarakat daa upaya kesehatan perseorangan tingkat pertarna, dengan trebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

9. UPTD Puskesmas adalah UPTD yang melaksanakan pernbangunan Lridang
kesehatan secara rylandiri dan rnernpunyai kewenangan rrrengetrola sumber
daya, merencanakan dan mendesain bentuk pembangunan kesehatan di
wiiayah satu Kecamatan sesuai dengan situasi, kslndisi, krrltur bgdaS.a 6sn
rrotensi seternpat"

1O" Kepala UPTD adala-h Kepala {JP?D Fuskesmas ysng selanjutnya clisebut Kepala
Puskesmas.

11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotitpreventif,
kuratif raaupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah danl atar-l masyarakat.

12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya clisingkat UKIvi adalah setiap
kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menarigglllangi tirnLrulnya. masalah kesehatan dengan sasarafi keh:arga,
kelompok dan crasyarakat.

13. Upaya...



13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKp adalah suatu
lcegiatan dan/atau serangkaia* kegiatan pelayanan kesehratan ya&g ditujukan
untuk penin.gkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengt-lrangan
penderitaan akihat peayakit dan mernulihkan keseh atan prrseorangan.

tr4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang rnengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta rnemiliki pengetahuan dan atau keterarnpilan rneLalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu merneriukan
kewenangan untuk rnelakukan upaya kesehatan.

15. Sistem Informasi Puskesrnas adalah suatu tatanan yang rnenyediakan
inforraasi untuk rnembantu proses pengarnbrilan keputr-lsan dalarn
melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

16- Puskesrflas Pernhantr:. adalah Lrnsur pelaksana UPTD R:skesmas yang
melaksartakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.

17" Praktik Bidan Desa adalah praktik bidan yang memiliki Surat Izin praktik
Bidan (SIPB) di Puskesmas , dan bertempat tinggal serta mendapatkan
penugasarl untuk rnelaksanakan praktik kebidanan dari Pernerintah Daerah
pada satu desalkelurahan dalam vo.ilayah kerja puskesmas.

i8. Pelayanan Kesehatan Da.sar adalah jenis pelayanalr kesehatanyang ditetapkan
sebagai jenis pelayanan yang mutlak dilaksanakari dan diselenggarakan oleh
Pi-rskesrnas, rnelipnti pelayanan kesehatan itru, araak dan keluarga berencana,
gizi, pernberantasan penyakit rnenular, kesehatan tringkungan, pengobatan,
prorn*si kesehatan, hygieae sanitasi dan penyehatan rnakan dan rninurnan.

19- Pelayanan Kesehatan Pengembangan adalah jenis pela3ranan kesehatan yang
rnempakan jenis pelayalan yang dikemLrangkan olele Puskesrnas sesuai
dengan situasi dan kondisi serta h*rdaya masyarakat seternpat.

(U

t2)

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD
Kesehata:'r Kahupaten Karo.
UPTD Fuskesrnas sebagaimana dimaksud pada ayat
a. UP'fn Puskesrnas Kal:aniahe;
b. UPTD Pr:skesmas Tigapanah;
c. UPID Puskesrylas Singa;
d. UPTD Fuskesrnas l{arnan Teran;
e" UPTD Fuskesmas Dolat Rayat;
f. UFTD Fuskesmas Simpang Ernpat;

UPTD Puskesmas Kr:tabuluh;
UFrID Puskesmas Tiganderket;
UPTD Fuskesrnas Munte;
UPTD Fuskesmas Berastagi;
UPTI) Puskesmas Pa3.ung;
UPTD Fuskesrnas Merdeka;
UPTD Puskesmas Barzrs_lahe ;

n. UPTD Puskesmas Juhar;
o. UPTD Puskesmas lVlerek;

Fuskesmas pada Dinas

{1}, terdiri dari:

c,b'

h.
i.
j.
k"
l.
m.

p" UPTD...



p. UPTD Puskessras Korpri ;
q. UPTD Puskesrnas ?igabinanga;
r. UPrID Puskesmas Laubaleng; dan
s. UPTD Puskesrnas lVlardingding.

BAts III
STRUKTUR ORGANISASi

Pasal 3

{1} Susunan Organisasi UPTD puskesmas terdiri dari:
a^ Kepala Fuskesmas;
b" Kepala Tata Usaha;dan
c" trenanggungjawab.

(2) Kepaia Tata Usaha sebagairnana dimaksud pada ayat t huruf b rnernbawahi :

a" k*ordinator sistem inforrnasi Fuskesraas;
b. koordinator kepegawaian;
c. koordinatcr rurnair tatrgga;dan
d. koordinator keuangan.

(3) PenanggLlng jawab sebagairnana- dirnaksud pada ayat {1} huruf c terdiri d,ari :

a. penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat
rnernLrawahi:
1. koordinator pelayanan promosi kesehatan;
2. koordinator pelayarlan kesehatan lingkungan;
3' koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
4" koordinator pel,ayanan gizi yang bersifat UKM;
5' koordinator pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;dan
6. koordinator pelayartan keperawatan kesehatan rrrasyarakat.

b. penarlggung jawab UKM pengernbangan mernbawahi:
1. koordinatcr petrayanan kesehatan gigi rnasyarakat;
2" koordinator pelayanan kesehatan tradisional kornplementer;
3. ko*rdinator pela3.anam kesehatan olahraga;dan
4. koordinator pelayanan kesehatan kerja.

c. penanggung3awah* UKP, kefarmasiam, darr laboratorium memhawahi:
1. koordinator pelayanan pemeriksaan Ltmum;
2- koordinator pelayanan kesehatan gigr dan rnulut;
3. koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
4. koordinator pelayanan gaw-at darurat;
5. koordinator peiayanan gizi yang bersifat UKp;
6. koordinat*r pela3.arlan persalinan;
7. koordinatar pelayanan kefarrnasian;dan
B" koordinator pelayanan latroratorium-

d. penanggungjawakr jaringan peiayanan Puskesrna.s dan jejaring Puskesmas
membawahi:
1. Puskesmas pembantu;
2. Puske smas keliiing;
3. Praktik bidan desa;dan
4. Jejaring Fuskesrnas .

e. Penanggung jawab...



e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas;dan
I peilanggungjawab rmrt.u-

(4) Seiain penanggung jawab dan koordinator
{3} dapat dibentuk penangglrng jawab dan
keLrutuhan Pl-rskesrna s dengan persetujuan

sebagaimana dirnaksud pada ayat
koordinator lainnya berdasarkan
Kepa-tra Dinas Kesehatan.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WSIVENANG

Bagian Kesatu
Keda-rdukan Puskesmas

PasaX 4

{U UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penur:jang Diilas.

(2) UPTD Pulskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang dalarn
melaksanakan tugasnya berada di bau'ah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas"

Bagian Kedua
Iugas Fuskesntas

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas:
a. melaksanaka* dan rneny*lenggarakan sebagran tugas Dinas dalarfi pelayanan

kesehatan dalarn rangka pembanglrnan bidang Kesehatan secara mandiri
dengan kewenanga& mengelcia sumber d*y*, s-rlerencanakan dan rnendisai"n
bentuk pembangunan kesehatan di wila3.ah kerjanya sesuai dengan situasi,
kondisi, kultur budaya dan potensi seternpat;

b. Puskesmas mempunya.i tugas meiaksanakan kebijakan kesehatan untuk
mencapai tujuan pernlrangunan keschatan di urilayah kerjanya dengan
mengintegrasikan program yang dilaksanakan dengan pendekatan
keluarga;dan

c" melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Fungsi Puskesrnas

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dirnaksud da-larn Pasal 5, UPTD
Puskesmaa rnenJrelenggarakan fungsi:
a" penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
b. penyelenggaraan UKP tingkat pertaraa di wilayah kerjanya;dan
c. sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip,

dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendiriikan.

Bagian Keernpat.."



Bagian Keempat
Wewenang puskemas

Pasa} 7

{1) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah
kerjanya sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal o huruf &, puskesrnas
berwenang untuk:
a" rner:Jrusurl perenc:anaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah

kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperiukan;
b" melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan

mas3.anakat dalarn bidang kesehratan;
d. menggerakkan masyarakat untuk mengidenti{ikasi dan menyelesaikan

masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembarrgarr masyarakat yang
bekerja sarna dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

e' melaksanakar: percbinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan
Fuskesmas dan upaya kesehatan bersurnber daya rnasys;sft61'

f. rnelaksanakan perencarraan kebutr-rhan dan peningkatan korfipetensi
sumber daya manusia puskesmas;

g. memantan-r pelaksanaan pernbangunao agar herwau.asan kesehatan;
h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga,

keir:mpol<, dan rnasyarakat dengan ffifrnpertimbangkan fuktor bioiogis,
psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;

i' melaksalakan pencatatan, pelaporatrl, dan evaluasi terhadap akses, mlrtu,
dan cakupan Pelayanan Kesehatan;

j. mernberikan rekomendasi terkait rnasalah kesehatan masyarakat kepada
dinas kesehatan, melaksa.nakan sistern kewaspadaan dini dan respon
penanggulangan penyakit;

k. melaksanakal kegiatan pendekatan keluarga;dan
i. melakukan kciaborasi dengan fasilitas Pelayanan Ke*ehatan tingkat

pertarna dan rurna_h sakit di wilayah kerjanya.
(2) Daiam rnelaksa-:rakari fungsi penyeienggaraer"I t"rKp tingkat pertarna di wilayah

kerjanya sebagaimana dimaksud daLam Pasal 6 hrur-uf b, puskesmas
berw.enang untuk:
a' rnenyelenggarakan peiayallan kesehatan dasar secara kornprehensif,

berkesinarnbungan, berrnutu, dan h*listik yang rnengintegrasikan fbktor
biologis, psikologi, sosial dan budaya dengan membina hubungan clokter-
pasien yang erat dan setara;

b' rnenyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan Lr.paya
prornotif dan preventif;

c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu,
berf,okus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan n-rasyarakat;

d" menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yan.g mengutarnakan kesehatan,
kearnanan, kesetrarnatan pasien, petergas, dan pengunjung dan lingkungan
kerja;

e" menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan
kerja sarna inter dan antar profesi;

f. rnelaksanakan penyelengga.raan rekam rnedis;
g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhad"ap mutu dan

akses pela3"anan kesehatan;
h. melaksanakan...



h' melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kornpetensi
sumber daya maausia puskemas;

i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan
Sistern Rujukan;dan

j. rnelakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas pelayanan
Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuaa peraturan
perundangan-undangan.

(3) Dalarn rnelaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM dan UKp tingkat pertama
di wilayah kerjarrya sebagaimana dimaksud dalam pasatr 6 huruf a dan b,
Puskesrnas herwenang untuk rnelaksanakan adnrinistrasi umurn dan tata
kelola keuangan Puskesrnas.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
KepaJa. UPTD puskesmas

Pasal I

(U UPTD Puskesmas dipimpin oleh $eorarrg Kepala Fuskesmas.
{2} Jabatan Kepala Fuskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah

Jabatan yang ditetapkan sebagai pejabat Fungsional yang diberikan tugas
tambahan.

(3) Kepala Fuskesmas sebagairnana dimaksud pada a3rat {2} mempakan seorang
Tenaga Kesehafan dengan kriteria sebagai Lrerikut:
a- berstatus sebagai Aparatur Sipii Negara;
b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 {strata

satu) atau D-a (diploma empat);
c. pernah paling rendah rnenduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan

jedang ahli pertama paling singkat 2 (dua) tahun;
d. memiliki kernampuan manajeme$ di bidang kesehatan rnasyarakat;
e. masa kerja di Puskesrnas paling singkat 2 (dua) tahun; dan
f. telah rnengikuti pelatihan manajemeri puskesmas.

{a} Kepala Puskesmas dapat diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggararr sesuai
dengan peraturan perr.rndang-undangae yang trerlaku.

(5) Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di UPTD
Puskesmas"

Pasal 9

Dalam rnelaksanakan tanggungjawaLr sebagairnana dimaksr.rd pada Pasal B ayat
{5}, Kepa1a Puskesmas bertugas:

a. merencanakan, mengkoordinir, mernbina dan mengusrllkan serta
mengevaluasi kebutuhare surnber daya Puskesmas kepad"a dinas agar
dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah
ditetapkaa oleh Kepala Dinas;

b. menugaskan seluruh staf di wilayah kerja Puskesmasrrya untuk
rnelaksanakan kegiatan Puskesrnas;dan

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan, sesuai bidang dan
tugasnya.

Bagran Kedua...



t1)

Bagian Kedua
L--.^ala Tata UsahaH 

pasai l-o

Kepala tata usaha sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat {1} huruf b
menupakan jatratan nonstr-ukturai yang dijabat oleh se*rang Tenaga Kesehatan
atau Pejabat Pelaksana sebagai tugas tamhahan"
Kepala Tata Usaha sebagairna-l-ra dimaksud pada ayat {1} rnerr-rpakan jabatan
nonstruktural yang rnempunyai tugas:
a. rcetraksanakan perencanan dan pelaksanaan kegiatan adrniaistrasi

perkantoran Fuskesmas;
b. meiaksanakan urusatt Sistern Informasi truskesmas, kepegawaian, rurnah

tangga, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Puskesrnas;
dan

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala puskesmas
sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Ketiga
Penanggurrg .Iawab UKM Esensiai dan

Ferawatan Kesehatan Masyarakat
Pasatr 1 1

Penanggung jawab UKM Esensial dan Perawatan Kesehatan Masyar-akat
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat {3} huruf a mertipakan jabatan
nonstruktural yang dijabat oleh seorang tenaga fungsional kesehatan atau
pejabat pelaksana sei:agai tugas tambahan.
Penanggung jawab UKI{ esensial dan keperawatan kesehatan filasyarakat
setragairnana dimaksud pada ayat {1} rr:empunya-i tugas raerqr,eier:ggarakan
dan mengoordinasikan kegiatan pelaksanaan program serta pelayanan
kesehatan bidang:
a. pelayanan prornosi kesehatan;
h" pelayarear-r kesehatan lir:gkungan;
c. pelayanan kesehatan keiuarga yang bersifat UKM;
d. pelayanan giziyang bersifat UKM;
e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;dan
f. pelayanan keperawataa kesehatan rnasyarakat.

Bagian Keempat
Penaaggung Jawab UKM Pengernbangan

Pasal 12

Penanggung.jawab UKM Pengemhangall sebagaimana dimaksud datrarn pasatr

3 *lt*t {3} huruf b merupakan jatratan nonstrukturat yang di.iabat oleh searang
tenaga ftlngsionatr kesehatan atau pejabat pelaksana sebagai tugas tambahan.
Penanggung jawaL' UKM Penge:rnbrengan sel-ragaimana dirraksr-ld pada ayat {1}
merupakan jabatan non struktural mernpunyai tugas rnenyelenggarakan dan
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang bersifat inovatif Canfatau
disesuaikan dengan prioritas rnasalah kesehatan, kekhr.lsusan wilayah kerja,
dan potensi sumh'er daya yarrg tersedia di Fuskesmas, seperti pelayanan
kesehatan bidang:
a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;

b- pelayanac kesehatan"".

(2)

{U

(2)

{1}

{2}



b,. pelayarlan kesehatau tradisional komplernenter;
c. peiayanarr kesehatan *trahraga;
C. pelayanan kesehatan ker.ja;dan
e. pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Keiima
Penanggrxrg Jawab UKp,

Kefarmasian dan Labcratorium
Pasal 13

{1) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratoriurn sebagairnana
dirnaksud daiarn Pasal 3 ayat {3} huruf c mer-upakan jabatan nonstruktural
yang dijabat oleh seorang tenaga fungsional kesehatan atau Pejabat pelaksana
sebagai tugas tarnbahan.

(2) Penanggung jawab UKP, Kefarrnasian, dan Laboratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} raernpunyai tugas rnenyelenggarakan dan
mengoordinasikan kegiatan pelaksanaan prrlgram serta pelayanan kesehatan
bidang:
a. pelayanan pemeriksaan Lrmlrrfi;
b. pelayanan kesehatan gigl dan mulut;
c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKp;
d. pelaya;;;ian gawat dan:rat;
e. pelayanan giziyang bersifat UKp;
f. pelayananpersalinan;
g. pelayanan rau'at inap untuk Puskesmas yang menyedialan pelayanan

rawat inap;
h. pelayanan kefamnasian;dan
i. pelayanan laboratariurn.

Bagian Keenam
Pe*anggarng Jawatr Jaringan

Pelayanan Puskesmas dan Jejaring puskesmas

Paragraf 1

Peaanggr_eng Jawab
Pasal 14

(1) Penanggung jawah Jaringan Pelayanan Fuskesrnas dan Jejaring Puskesmas
sebagairnana dirnerhsud datram Pasal 3 ayat {3} huruf d rnerr:pakan jabatan
nonstruktural yang dijabat oleh seorang tenaga fungsional kesehatan atau
Pejatrat Felaksana sebagai tugas tambahan.

Pl Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas
sebagaimana dimasud pada ayat {11ftlempunyai tu.gas rnenyelenggarakan dan
rnengoordinasikan:
a. penyelenggaraan Fuskesmas pernhantu;
b. penyelenggaraan Puskesmas Keliling;
c. praktik Bidan Desa;dan
d. penyelenggaraan Jejaring Fuskesmas"

?aragraf 2...



(1)

(2)

Paragraf 2
Jaringan Pelayacan h-rskesmas

Pasal 15

Jaringan petralranan Puskesrnas $ebagaimana climaksud dalarn pasal 14 terdiri
dari:
a. Puskesrnas Pembantu;
b" Puskesmas Kelilingi dan
c" Praktik Bidan Desa.

Pasal 16

Fuskesmas Pernbantu sebagaimana dirnaksud dalam pasai 15 huruf a
mempakan jaringan pelayanan Puskesmas yang mernberikal pelayanan
kesehatan secara perunanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Fuskesmas.
Puskesmas Pembantr"l sebagaimana clirnaksud pada a3.at tU rnerupakan
jaringan pelayanan Fuskesmas Jrang mempunyai tugas:
a. menunjang dan membantu melaksanakan

dilakukan Puskesrnas, di wiiayah kerjanya;
kegiatan yang

b. meningkatkari akses dan jangk&uan pelayanan dasar di wila3.ah kerja
Puskesmas;

c" mendukung pelaksanaail pelayanan kesehatan ter-utapra UKM;
d' mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu, Imunisasi, KlA, penyuluhan

kesehatan, sr-uweilans, pern erdayaan r.nasyarakat, dan Lain-lain;
e. mendukung pelayanan rujukan;
f. mendukung pelayanan prorriotif dan prev*ntif;
g. menJn-r.slrn laporan dan rnengevaluasi. pelaksanaan tugas; dan
h. rnelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Fuskesrria.s

sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal L7

{1i Puskesrnas Keliling sehagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 huruf h adalah
pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak {mebiile}, untr:k meningkatkan
jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja puskesmas
yang belurn terjangkau r:leh pelayanan <tratram gedung puskesinas.

(2) Puskesn:ras Keliiing sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalakr
kesehatan yang filerrlpunyai tr-lgas:

pelayanan

a. meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja
Puskesrnas;

b. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh dan
sulit;

c" mendukung pelaksanaan kegiatan iuar gedung seperti posyandu,
trmunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveitrans, pemtrerdayaan
masyarakat, d11;

d" rnendukung pelayana* rujukan;
e. mendukung pelayanan promotif dan preventif;
f. rnen]nrsun laporan dan rnengevakrasi pelaksarraan tugas;dan
g. melaksanakan tugas-ttrgas lain yang diherikan otreh Kepala Puskesmas

sesuai. Lridang dan tugasnya-

Pasal 18...



Pasa} 18

(1) Praktik Bidan desa seLragaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c rnertrpakan
praktik bidan yang rnemiliki Surat Izin Praktik Bidan {SIPB} di puskesrnas, dan
bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik
kebidanan dari Peraerintah Daerah pada sati-r desalkelurahan dalarn wilayah
ke{a Puskesmas sebagai jaringan pelayanan puskesmas.

(2) Wilayah kerja bidan di desa meliputi 1 {satu} wila3,ah desa, dan dapat
diperbantukan pacla" desa yang tidak ada bidan, sesuai dengan penugasan
kepatra Puskesrnas"

{3} Bidan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} merupakan praktik bidan
yang merniiiki Surat trzin Praktik Bidan (SIPB) eli Puskesrnas mempunyai tugas:
a. memberikan pelayanan Kesehatan Keluarga;
b- rnernberikan Pelayanan promotif, preventif dan pernberd.ayaan rnasyarakat;
c. melaksanakan deteksi dini dan pengobatan awal terkait kesehatan ibu dan

anak, tennasuk gizi;
d. men]i'lrsun traporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;dan
e- melaksanakan tugas-tugas lain yarlg ditlerikan cleh Kepala P*skesfflas

sesLrai bidang dein tugasnya.

Paragraf 3
Jejaring Puskesrnas

Pasai 19

Jejaring Puskesrnas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas upaya
kesehatan t:ersurntrer daya rnasyarakat, usaha kesetratan sekotrah, klinik, rurnah
sakit, apotek, laboratonium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan dan
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Ketujuh
Penanggung J a'arab Ban grlnan,

Prasara.na dan Peralatan Puskesmas
Pasal 20

Penanggung jawab trangunan, prasarana dan peralatan puskesmas
seba,gaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat {3} huruf e merupakan jabatan
nonstruktural yang dijabat oleh seorang tenaga fungsional kesehatan atau
pejabat pelakszuaa sebagai tuga.s tambahan.
Penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas
sekragirnana difilakslrd pada ayat {1} rn*rupakan.}abatan nonstrr.rktura} yang
mernpunyai tugas sebagai berikut:
a. rrrerertcanakan pernbangunan dan pemeliharaan hangunan dan pra$araRa

puskesmas dan jaringannya;
b. merencanakan kebutuhan dan pemetriharaan peralatan kesehatan

puskesmas dan jaringannya;dan
c. rnelaksanakan pencatatan, pelaporan da;r evatruasi bangunan, prasarana

dan alat kesehatan puskesrnas dan jaringannya"

(u

{21

Bagran Kedelapat"..



{1)

t2)

Bagian Kedelapan
Penanggung Jawab Mutu

Pasal 21

Penanggung jawab rnutu sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (3) huruf
f rnerupakan'r jabatan ncastrukturai yang dijabat oleh sesrang tenaga
fungsional kesehatan atau pejabat pelaksana selragai tugas tambahan.
Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada ayat {i} merupakan
jabatan nonstrukturaL yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan
rnengkoordinasikan pelaksanaan :

a. menjamin siklus manajemen yang berkualitas berjalan secara efektif dan
efesien;

b" bertanggung jawakr terhadap tercapainya target kinerja Puskesmas;
c. menetapkan indikator mutu pelayanan;dan
d. memantau, mengawasi danr mengendalikan kegiatan puskesrrias secara

berkala dan teratur.

BAB VI
?ATA KERJA

Pasal 22

Jabatan Kepala Pr-lskesrnas tidak dapat dirangkap.
Kepala Fuskesnras bertar:.9$rng jawab atas se].uruh kegiatan di Fuskesrnas.
Kepaia Fuskesmas wajib menJrus'Lln rencana kerja yang mengacu pada rencana
strategis Dinas dengan rnelaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

BAB VII
KEPEGAIA/AIAN

Pa*a} 23

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Puskesmas, Kepatra Tata Usaha,
Penanggung .iaurab dan Bidan Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang*undangan.

BAB WII
PEMBIAYAAN

Pasal24

Segala PernLriayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD

Puskesrnas, sepeffihnya dibetmnkan pada APtsD dan mempakan pengallggarafl
pembiayaan yang tidak terpisahkan dari Dinas dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketenh;an Peraturarx perundang- undangan.

(U

t2)
t3)

BAB IX...



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada. saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
berlaku.

Peraturan Bupati Nomor O6 Tahun
Teknis Daerah Pusat Kesehatan

Karo dicabut dan dinyatakan tidak

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai bertraku pada tanggal dir,mdangkan.

Agarsetiap oranganengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
It )vli Tott

p_-&

TY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal l{ }ut, bzt

SEKRETARIS TEN KARO,

KAMPE

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR ..?t



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 1,{ Tprtttr Tozt
TANGGAL n ),li ?tr
TENTANG
PEMtsENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KARO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

SEBAYANG


